Menimbang : a.

Mengingat

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

o 1.

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu
dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang
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11.

12.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756);

13. Undang-Undang
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5256);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5430);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

21. Peraturan
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2'7. Peraturan
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5351);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165 );
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5372);

34. Peraturan




34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

-6 -

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

42. Peraturan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
Nomor 1 Seri A);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
Nomor 1 Seri B) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 36);

51. Peraturan
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51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 61);

52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 48);

53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula
berjumlah Rp 23.050.802.946.617,00 bertambah sejumlah
Rp 1.565.708.525.072,00 sehingga menjadi Rp 24.616.511.471.689,00
dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 22.663.137.346.213,00

b.Bertambah Rp 1.264.698.752.466,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 23.927.836.098.679,00
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 23.050.802.946.617,00

b.Bertambah Rp 1.565.708.525.072,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 24.616.511.471.689,00
(Defisit) Anggaran setelah Perubahan Rp (688.675.373.010,00)

3. Pembiavaan




3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1) Semula Rp 1.095.998.933.738,00
2) Bertambah Rp 401.009.772.606,57
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan Rp 1.497.008.706.344,57
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1) Semula Rp 708.333.333.334,00
2) Bertambah Rp 100.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

setelah Perubahan Rp 808.333.333.334,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah
Perubahan Rp 688.675.373.010,57
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
a. Semula Rp 0,00
b. Bertambah Rp 0,57

Jumlah Sisa lebih

pembiayaan anggaran tahun

berkenaan (SILPA) setelah

Perubahan Rp 0,57

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp 15.245.241.800.213,00
2) Berkurang (Rp 621.123.791.697,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp 14.624.118.008.516,00
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp 3.671.161.787.000,00

2) Bertambah Rp 5.565.168.224.163,00
Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp 9.236.330.011.163,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 3.746.733.759.000,00
2) Berkurang (Rp. 3.679.345.680.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah setelah Perubahan Rp 67.388.079.000,00

(2) Pendapatan
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah
1) Semula Rp 12.579.000.000.000,00
2) Berkurang (Rp 645.000.000.000,00)
Jumlah Pajak Daerah

setelah Perubahan Rp 11.934.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp 111.423.347.740,00

2) Bertambah Rp 8.229.581.200,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp 119.652.928.940,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp 365.628.869.523,00

2) Berkurang (Rp 1.302.881.047,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp 364.325.988.476,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp 2.189.189.582.950,00

2) Bertambah Rp 16.949.508.150,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

setelah Perubahan Rp 2.206.139.091.100,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
1) Semula Rp 1.847.551.635.000,00
2) Bertambah Rp 112.230.621.163,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

setelah Perubahan Rp 1.959.782.256.163,00
b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 1.672.878.372.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp 1.672.878.372.000,00
c.Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 150.731.780.000,00

2) Bertambah Rp 5.452.937.603.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan Rp 5.603.669.383.000,00

(4) Lain
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah
1) Semula Rp 36.294.080.000,00
2) Berkurang (Rp 2.794.080.000,00)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah

Perubahan Rp 33.500.000.000,00
b. Dana Darurat

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah

Perubahan Rp 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

setelah Perubahan Rp 0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 3.710.439.679.000,00

2) Berkurang (Rp 3.676.551.600.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus setelah Perubahan Rp 33.888.079.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah lainnya

setelah Perubahan Rp 0,00
f. Dana Urusan Bersama
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Dana Urusan Bersama
setelah Perubahan Rp 0,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp 15.394.673.503.282,00
2) Bertambah Rp 1.452.629.364.846,89
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan Rp 16.847.302.868.128,89

b. Belanja
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b. Belanja Langsung
1) Semula Rp 7.656.129.443.335,00
2) Bertambah Rp 113.079.160.225,11
Jumlah Belanja Langsung setelah
Perubahan Rp 7.769.208.603.560,11
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp 2.891.277.025.450,00
2) Berkurang Rp (381.220.329.575,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp 2.510.056.695.875,00
b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 1.787.994.800,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah

Perubahan Rp 1.787.994.800,00
c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan Rp 0,00
d. Belanja Hibah

1) Semula Rp 5.504.707.600.000,00

2) Bertambah Rp 1.867.439.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp 7.372.146.600.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 10.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 800.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp 10.800.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
1) Semula Rp 5.230.830.339.032,00
2) Berkurang (Rp 198.274.305.578,11)
Jumlah Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa setelah
Perubahan Rp 5.032.556.033.453,89

g. Belanja
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g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan
Pemerintahan Desa
1) Semula Rp 1.656.070.544.000,00
2) Bertambah Rp 163.885.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan

Pemerintahan Desa setelah

Perubahan Rp 1.819.955.544.000,00
h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 100.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp 100.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp 625.129.744.421,00
2) Berkurang (Rp 24.412.204.800,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp 600.717.539.621,00
b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp 4.797.425.072.594,00

2) Bertambah Rp 91.861.896.178,11

Jumlah Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp 4.889.286.968.772,11
c. Belanja Modal
1) Semula Rp 2.233.574.626.320,00
2) Bertambah Rp 45.629.468.847,00
Jumlah Belanja Modal setelah
Perubahan Rp 2.279.204.095.167,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1) Semula Rp 1.095.998.933.738,00
2) Bertambah Rp 401.009.772.606,57
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah
Perubahan Rp 1.497.008.706.344,57

b. Pengeluaran
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b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1) Semula Rp 708.333.333.334,00
2) Bertambah Rp 100.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah
Perubahan Rp 808.333.333.334,00
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA) sejumlah Rp 1.497.008.706.344,57
1) Semula Rp 1.095.998.933.738,00
2) Bertambah Rp 401.009.772.606,57
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

setelah Perubahan Rp 1.497.008.706.344,57
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelah Perubahan Rp 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah
Rp 0,00
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan setelah

Perubahan Rp 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
sejumlah Rp 0,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman setelah Perubahan Rp 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah

setelah Perubahan Rp 0,00

g. penerimaan
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g. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah

Rp 0,00
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali
Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
h. Penerimaan Pembiayaan Daerah lain yang sah sejumlah Rp 0,00

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

Lain Yang Sah setelah Perubahan Rp 0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 400.000.000.000,00
1) Semula Rp 300.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 100.000.000.000,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah Perubahan Rp 400.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah sejumlah Rp 0,00
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah setelah

Perubahan Rp 0,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 8.333.333.334,00
1) Semula Rp 8.333.333.334,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang
setelah Perubahan Rp 8.333.333.334,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 400.000.000.000,00
1) Semula Rp 400.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
setelah Perubahan Rp 400.000.000.000,00
e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan sejumlah
Rp 0,00
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan
setelah Perubahan Rp 0,00

(4) Sisa
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Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sejumlah

Rp 0,57
1) Semula

2) Bertambah

Rp 0,00
Rp 0,57

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA)
setelah perubahan Rp 0,57

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari :

1.
2.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian = Perubahan  APBD  menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6
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Pasal 6

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran;

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula

belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :

a.

program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masyarakat; dan
program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam

tahun anggaran berjalan.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat

menggunakan belanja tidak terduga.

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan :

a.

b.

menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7
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Pasal 7

(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga
secara langsung dan atau melakukan penggeseran dari belanja tidak
terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan
kegiatan pada SKPD.

(2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 6
ayat (4) yang besarannya kurang dari atau sama dengan 50 % dari
total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD.

(2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
yang besarannya lebih dari 50 % dari total anggaran belanja tidak
terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.

(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 6
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA SKPD dan
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

(4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum
Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila
dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016.
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Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 4 Oktober 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (13/237/2016)
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Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI A.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum
ttd
Dr. HHIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001




